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KUALIFIKAS] PELAKSANA
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10,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharman
Negara:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawah Keuangan Nepgara:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Femerintgh Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

Feraturan Pemeriniah Nomor 45 Tahun 2013 teniang Tata Cam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Menterd Keuangan Nomor 262/PMEL03/2010 tentang
Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Pejabat
negard, PNS, Angpota TNI, Anggota Polri dan pensiunannva atas
Penghasilan vang menjai beban APBN atau APBID.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawal Tidak Tetap;

I, Memahami peraturan perundang-undangan

vang terkai

dengan Pelaksanaan dan Pernanggungjawaban Penggunasa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2 Memahami

Langkah-langkah  terkait

Pelaksanaan da

Pertanggungjawaban Pengpunaan Anggaran Pendapatan

Belanja




Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PME.05/2018 tentang

Standar KnmpetensiKerja Khusus bagi kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan surat

perintah membayar;

13, Peraturan menteri Keuangan Nomor 178/PMEK.05/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan menteri  keuangan  Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang Tala Cara Pembavaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14, Keputusan KPU Nemor 01/Kpis/KPUSTAHUN 2015 tentang
Penujukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan
untuk  menunjuk/menetapkan  Pejabat  Kuasa  Pengguna
Angparan/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan LDUmum
Provinst/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Kemisi Pemilihan Umum Nomor 124/ Kpts/KPU/TAHUN
2016 temtang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliban Umum Nomor

47 /KU O05-Kpt/02/81/1/2021 teniang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran/Harang dan/atau Pelaksana Tugas [PI) Kuasa

Pengguna Anggaran/Harang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Pendapatan dan Belanja Negara dapat terlambat/tertunda

KETERKAITAN [PERALATAN /PERLENGREAPAN
- . Lembar Kerja
2. Komputer
3. FPrinter
4. Alat Tulis
5 Jaringan Intermet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka |Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopgy/hardcopy
[Pelaksanapn  dan  Pertanggungawaban  Penggunaan  Anggaran




LEMBAR PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnva.

. Dengan Berakhimya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini
dinyatakan tidak berlaku.

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani,

Disahkan di Pandeglang

Pgﬁﬂangga! 8 Januar 2021
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I.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGIAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAHULUAN

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagal acuan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan

APBN,
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Kuasa Pengouna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoieh kuasa dan PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementeran Megara/Lembaga yang

bersangkutarn.

4, Satuan Kerja vang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi fini
Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan

dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

5. Pejabal Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan danjatau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut
PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PASKPA untuk melakukan

pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintahpembayaran,

7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uvang untuk
keperiuan Belanja Megara dalam pelaksanaan APBN pada kantor /Satker

Kementerian Negara /Lembaga.

B. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang
yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan keglatan tertentu.

5. Uang Persediaan yang selanjutrya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumiah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayal pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya bdak mungkin dilakukan melalul mekanisme

pembayaran langsung.

10, Pembayaran Langsung vyang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penernma
hak lainnya atas dasar perfanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat

parintah kerja lainnya melalul penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

11, Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada

negara.

12, Surat Perintah Membayar yang selanjutmya disingkat 5PM adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dan DIPA.



RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam keputusan ini adalah:

1. Mengatur mengenal tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
2. Mekanisme pengajuan;

II1. KLASIFIKASI DAN MEKANISME

Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan atas APBN mengikubi
ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas
APEN, dilaksanakan melalul Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

IV.
Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
bahwa pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Lump Sump (LS) dibagi dalam

1. Klasifikasi APBN dapat dibedakan menurut Pengajuannya.
2. Berdasarkan Pengajuannya, APBN dibagl menjadi:
a. Lump Sump (LS);
b. Ganti Uang Persediaan (GUP);
c. Ganti Uang Persediaan Kartu Kradit Pemerintah.
3. Berdasarkan mekanisme pencairannya, APBN dibagi menjadi;
a. LS Non-Kontraktual:
h. LS Koniraktual,
. GUP isi;
d. GUP Nihil:
e, GUP KKP.

PENGAJUAN LS (Lump Sump)

beberapa Jenis, Antara lain:

1. L5 BELANIA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ASN

LS belanja gaji pegawal negeri sipil/ASN diajukan maksimal tanggal 10 setiap
bulannya untuk pengajuan gajl bulan berikutnys, pengajuan  tersebut

menyertakan:

a. Surat Perintah Membayar (5PM);

b. Arsip Data Komputer (ADK);

c. Daftar Penerima Pembayaran,

d. Ledger Gaji;

e, MNomor Register Supplier (NRS) Penerima Gaii.

Untuk pegawal pegawal negeri sipilf/ASN baru dan atau pindahan dan

instansi/lembaga lainnya, wajib menyertakan:

a. Arsip Data Komputer (ADK) pegawai dar Instansi/lembaga asal bagi pegawai

mutasi/pindah;
b, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)
Instansiflembaga asal bagl pegawal mutasi/pindah;
Copy Surat Keputusan (SK);
Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) dari Instansiflembaga baru;
Copy Buku Nikah;
Copy Kartu Keluarga (KK);
Copy Akta Kelahiran Anak;
Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTF);
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i, Copy Kartu Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP);
j. Copy Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPIS);
k. Copy Rekening Tabungan.

2. LS BELAMNJA LIANG KEHORMATAN
LS belanja Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU dibayarkan pada bulan
berjalan, pengajuan maksimal @nggal 26 setiap bulannya, pengajuan tersebut
menyertakan:

Surat Perintah Membayar (SPM);

Arsip Data Komputer (ADK);

Daftar Penerima Pembayaran;

Ledger Gaiji;

Copy SK;

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTIM) ditandatangani Kuasa

Pangguna Angoaran (KPA) bermaterai dan cap basah;

g. Nomor Register Supplier (NRS) Penerima Gajl.

"o ep oo

Sedangkan bagi ketua dan atau anggota KPU Provinsi baru wajib menyertakan:
a. Copy Surat Keputusan (SK);

b. Copy Kartu Keluarga (KK);

c. Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTF);

d. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e, Copy Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesshatan (BPIS);

f. Copy Rekening Tabungan.

3. LS BELANIA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (Tenaga
Honorer, Tenaga Pendukung, Satpam, Pramubakll B Supir) dibayarkan untuk
bulan sebelumnya, pengajuan maksimal tanggal 26 setiap bulannya, pengajuan
tersebut menyertakan:
a. Nota Dinas;
b, Daftar Nominatif Penerima Honaorarium;
Surat Perintah Membayar (SPM);
Arsip Data Komputer (ADK);
Daftar Penerima Pembayaran;
Ledger Gaji;
Copy SK;
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTIM) ditandatangani Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) bermateral dan cap basah;
Khusus untuk pembayaran Gaji PPNPN di bulan Desember dibayarkan pada
bulan Desember dengan menyertakan Surat Pemyataan Tangoung Jawab
Mutlak (SPTIM).
Untuk pegawal, Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramubakb, menyertakan
dokumen antara lain;
a. Copy Surat Keputusan (SK):
Copy Kartu Keluarga (KK);
Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
Copy Kartu Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP);
Copy Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPIS);
Copy Rekening Tabungan.
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4. LS BELANIA UANG MAKAN DAaN TUNIAMNGAN
1. LS Belanja Uang Makan

LS Belanja Uang Makan Dibayarkan Maksimal tanggal 15 seliap bulannya
untuk pembayaran uang makan bulan sebelumnya, dalam pengajuannya
menyertakan:

Surat Perintah Membayar (SPM);

Arsip Data Komputer (ADK);

Daftar Penerima Pembayaran;

Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangan| Bendahara Pengeluaran:

Nomor Register Supplier (NRS) Penerima Uang Makan;

Khusus untuk pembayaran uang makan bulan Desember dibayarkan pada

bulan Desamber secara tunal dengan menggunakan Lang Persediaan.

g ol

2. LS Belanja Tunjangan Kinerja

LS Belanja Tunjangan Kinerja Dibayarkan Maksimal tanggal 15 setiap bulannya

untuk perbayaran Tunjangan Kinerja bulan sebelumnya, dalam pengajuannya

menyertakan:

8. Surat Perintah Membayar (SPM);

b. Arsip Data Komputer (ADK);

c. Daftar Penerima Pembayaran;

d. Surat Setoran Pajak (S5P) dtandatangani Bendahara Pengeluaran;

e, Nomor Register Supplier (NES) Penerima Tunjangan;

f. Khusus pembayaran Tunjangan Kinerja para pegawai bulan Desember
dibayarkan bulan Desember dengan dengan menyertakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM).

3. LS Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Jabatan Dibayarkan Maksimal tanggal 15 setiap bulannya
untuk pembayaran Tunjangan labatan bulan berjalan, dalam pengajuannya
menyertakan;
a, Surat Perintah Membayar (5PM);
b. Arsip Data Kompuler (ADK);
¢, Daftar Penerima Pembayaran;
d. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani Bendahara Pengeluaran;
€. Nomor Register Supplier (NRS) Penerima Tunjangan;

4. LS BELANIA HONORARILIM
LS Belanja Honorarium dalam mekanisme pembayarannya dibagi dalam
beberapa jenis, antara lain:
1. Honorarum Tim/Kelompok Kerja
Berdasarkan peoin 17 penjelasan peraturan Menteri Keuangan Momor
119/PMK.02/2020 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
menjelaskan bahwa:
a. Honorarium mempunyal output jelas dan terukur;
b. Bersifat keordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan
eselon [/kementerian negara/lembaga/ instansi pemerintah lalnnya;
c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. paling barmyak 7 (tujuh) orang untuk tm pelaksana kegiatan
yang ditetapkan obkeh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri;



e, Jumiah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Megara,
Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon 111, Pejabal Eselon
IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud paling
banyak
3 (tiga) tim dalam 1 (satu) bulan.

2. Honorarium Narasumber/Moderator

Berdasarkan poin 11 penjelasan peraturan Menterl Keuangan MNomor

119/PMK.02/2020 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

menjelaskan bahwa:

a. Honorartlum yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur
Sipit Negara/Anggota Polri/TNI  yang memberikan  Informasi/
pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/
Bimbingan Teknis WorksHon Sarasehan/ Simposium/Lokakanya Focus
Group Discussion/Kegiatan Sajenis yang dilaksanakan bak di dalam
negeri maupun di luar negeri, fidak termasuk untuk  kegiatan
diklat/pelatihan;

b. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian  honorariom
narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit balk dilakukan
secara panel maupun individual;

c. Marasumber/ pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
keglatan berasal dari luar unil organisasi eselon 1 penyelengoara/
masyarakat.

Pengajuan pembayaran LS Honorarium tim/Kelompok Kerfa maksimal tanggal
10 setiap bulannya dan LS Honorarium Narasumber/Moderator maksimal 10
hari setelah kegiatan dilaksanakan.

5. LS BELANIA PERJALANAN DINAS
LS belanja perjalanan dinas dibayarkan maksimal 10 han kerja setelah tanggal
keberangkatan, dalam komposisi pembayarannya dibagi dalam beberapa kategori
antara |ain;
1. Biaya Perjalanan Dinas Biasa
Biaya perjalanan biasa dibayarkan dalam rangka konsultasi, koordinasi,
monitoring dan supervisi dibagi dalam 2 jenis;
a. Perjalanan dinas biasa dalam kota, dengan komposisi biaya:
1. Uang Harian 1 hari;
2. Uang transpaort 1 kali apabila lebih dan 8 jam.
b. Perjalanan dinas luar kota, dengan komposisi biaya:
1. Uang harian 1 hari;
2. Uang transport 1 kali untuk pulang pergl.
2. Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota
Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kota dibayarkan untuk kegatan
paket meeting dalam kota yang diselelnggarakan KPU Kabupaten Pandeglang,
Undangan Narasumber/moderator (jika tidak diberikan honorarlum), dengan
kompossi biaya:
a. Paket meeting dalam kota sampal dengan 8 jam
1. Uang harian 1 hari;
2. Uang transport 1 kali;
3. Uang representatif selama hari kegiatan (untuk eselon 11 keatas/setara
eselon Il keatas).




b. Paket meeting dalam kota diatas 8 jam
1. Uang harian 1 harl;
2. Uang transport 1 kali;
3. Uang representatif selama har keglatan (untuk eselon 1 keatas/setara
eselon II keatas).
C. Paket meeting fullboard dalam kot
1. Uang harian fullboard selama han kegiatan;
2. Uang tranport 1 kali;
3. Uang representatil selama hari kegiatan (untuk eselon I1 keatas/setara
eselon Il keatas).
d. Undangan narasumber/moderator
1, Uang harian 1 kali / Honor narasumber;
2. Uang transport 1 kall untuk pulang pergi.
. Biaya Perjalanan Dinas Paket Mesating Luar Kota
Biaya perjalanan dinas paket meeting luar kota dibayarkan uniuk kegiatan
paket meeting luar kota yang diselenggarakan KPU Kabupaten Pandeglang,
dengan komposisi biaya:
1. Uang harian full selama hari kegiatan,
2. Uang transport 1 kali untuk pulang pergl.
3. Uang representatif selama hari kegiatan (untuk eselon Il keatas/setara
eselon 11 keatas).
. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kola
Biaya Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka menghadiri undangan,
maonitoring, supervisi, konsultas! dan kordinasi dengan komposisi biaya:
1. Uang transport 1 kall urtuk pulang pergl.

. Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota
Biaya perjalanan dinas Luar Kota dibagl dalam 2 jenis perjaianan yaitu:
1. Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi
Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dalam rangka monitoring,
supervisi, dengan kompisisi biaya:
a. Uang Harian 1 han;
b. Uang Transport 1 kali untuk pulang pergi.

2. Perjalanan dinas luar kota luar provins
Perjalanan dinas luar kota luar provinsi dalam rangka koordinasi dan
konsultasi dengan komposisi biaya:
a. Uang Harian 1 hari;
b. Uang Transport 1 kali untuk pulang pergi.

. Biaya Perjalanan Dinas Menghadii Undangan KPU Republik Indonesia

(Fullboard Meeting)

Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadini undangan KPU Republik

Indonesia yang bersifat fullboard meeting, dengan kompasisi biaya:

1. Uang harian fullboard selama har kegiatan;

2. Uang Transport Kantor < Bandara 2 kali untuk pulang pengi;

3. Uang Transport Bandara — Hotel 2 kali untuk pulang pergi;

4. Uang representalil selama hari kegiatan (untuk eselon II kealas/selara
eselon 11 keatas).



Biaya penginapan dan tiket pesawat tergantung pembebanan dari undangan
dengan didasar dari peraturan perundangan yang berlaku,

LS NON - KONTRAKTUAL

Dimaksud dengan LS non-kontraktual adalah pembayaran yang dilaksanakan
transfer langsung dan rekening negara ke rekening penerima tanpa melalul
hendahara pengeluaran dan tanpa proses pendaftaran arsip data komputer (ADK)
kontraktual, biasanya LS non-kontrakiual untuk kegiatan kontraktual yang bersifat
surat pesanan dengan nilal dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Maksimal pengajuan pembayaran adalah 10 harl kerja semenjak tanogal berta
acara serah terima (BAST) terbit/ditandatangani, dengan komposisi:

1,

o B L L

Surat Pesanan;

Resume pesanan;

Berita acara serah terima (BAST);

Kuitansifinvoice pembayaran berikut nomor dan tanggalnya;

Rekening koran penerima;

Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

Surat setoran pajak (S5P) yang telah ditandatangani dan cap basah pihak
ketiga;

7. LS KONTRAKTUAL

Dimaksud dengan LS kontraktual adalah pembayaran yang dilaksanakan transfer
langsung dari rekening negara ke rekening penerma tanpa melalui bendahara
pengeluaran dengan proses pendaftaran arsip data komputer (ADK) kontraktual,
biasanya LS kontraktual untuk kegiatan kontraktisal yang bersifat surat perjanjian
kontrak (SPK) dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-. Maksimal pengajuan ADK
kontraktual adalah 3 hari kerja semenjak surat perjanjian kontrak (SPK)
terbit/ditandatangani dan maksimal pengajuan pembayaran adalah 10 hari kerja
semenjak tanggal benta acara serah terima (BAST) terbit/ditandatangani, dengan
Komposisi;

1.

Pengajuan ADK kontraktual:

1. Resume kontrak;

2, Rekening koran;

3. Nomor pokok waijib pajak (NPWP);

Pengajunn pembayaran:

1, Surat perjanjian kontrak;

2. Resume kontrak;

3. Berita acara serah terima (BAST);

Rekening koran penerima;

Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

Surat setoran pajak (SSP) yang telah ditandatangani dan cap basah
pihak ketiga;

;oo

Untuk kegiatan dengan memakal surat pesanan dan atau surat perjanjian
kontraktual yang didalamnya terdapat negosiasi harga wajib dimasukan dalam
pembayaran LS kontraktual dengan ketentuan seperti diatas.



V. PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH

A. UANG PERSEDIAAN TUNAI
Uang persediaan tunai Berdasarkan pasal 43 ayat Peraturan Menter Keuangan
nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran [Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa:

1.

Uang Persediaan tunal digunakan untuk keperluan membiayal kegiatan
operasional seharl-harl Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan melalul mekansme Pembayaran LS;

. Pembayaran dengan Uang Persediaan tunai yang dapat dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) penerima / penyedia barang / jasa;
paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (ima puluh juta ruplah) kecual unluk
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;

Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu)
penerima/penyedia barang/jasa dapat melbebibk  Rp.50.000.000,- (ima
puluhjuta rupiah) setelash mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.g.
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ketentuan untuk wang persedisan tunai pada KPU Kabupaten Pandeglang yaltu:

Uang persediaan tunai digunakan untuk keperluan pembiavaan kegiatan
operasional sehan-harl satker yang pembayarannya tidak bisa dilakukan
rnelalui mekanisme pembayaran LS;

Uang Persediaan tunai tidak dapat digunakan untuk pembayaran honorarium
dan perjalanan dinas yang telah melebihi batas wakiu pengajuan;

Uang persediaan tunal dapat dibayarkan untuk belanja modal, belanja barang
dan belanja jasa lainnya.

B. UANG PERSEDIAMAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
Berdasarkan pasal 43 PMK 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/Pmi.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa:

1.

LIP yang diajukan berupa:

a. UP tunai; dan/atau

b. UP kartu kredit pemerintah;

UP kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud diatas merupakan uang
muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada
Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaanmys dilakukan dengan kartu
kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujusannya tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal
dari rupiah mumi;

Besaran UP kartu kredit pemerintah sebecar 40% dari jumlah sang persediaan
yang diajukan ke KFPN.

VI. KELENGKAPAN PENGAJUAN

Proses pembayaran anggaran pendapalan dan belanja negara tahun 2020 pada satuan
kerja KPU Kabupaten Pandeglang didahului dengan adanya pengajuan dari setiap sub
bagian dengan alur sehagai berikut:



SUR BAGIAN o BAGIAN UMUM o SEXRETARIS T P PESPM
4 I
NOTA DINAS REGISTRASE DISPOSTS] VERIFIKASI
TANDATANGAN 5PM || PEMBUKTAN SPM INPUT DRPP MANUAL | \ERIEIRAST ANGGARAN I grp—s
il r
-

—i PPSEM e DOFERATLHE SPM M= HENDAMARLA PENGELLIARAN CIPERATOR LPPEA
ri FERCAIRAN KE NOTA DHMAS: e —w{  PCRCAIR
e REKENING SATKER PENCAITRAN CEX plssoak
KE KPPN O BANK
PENCAIRAN KE TAMNDAETANGAN CEK

ACEEMING PIHAK
KETIGA FEMBERITAHUAN FENCATRAN F—
L
SUR BAGIAN ]-T BENCAHARA PENGELARAN l KASLIBAG KELANGAN  |e l - SUB BAGLAN
PENCATIAN PERSFTUILIAN SPRY FERSETLILAN SPRY || sy

Dalam pengajuan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran
2020 pada satuan kerja KPU Kabupaten Pandeglang dilengkapi beberapa dokumen antara

lain:

1. Belanja pegawal

a. Daftar nominatif penerima beserta potongannya;
b. Surat setoran pajak {S5P) jika ada;
c. Daftar nomor register supplier (NRS).

2. Belanja honorarium

Not@ dinas;

panFw
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Belanja ATK/bahan persediaan

a. Nota dinas;

Daftar nominatif belanja;
Nota belanja toko (di cap dan ditandatangani toko);
Kuitansi UP satuan kerja (di cap dan ditandatangani toko);
Setoran pajak (id biling) jika ada;

popE

Belanja keperiuan perkantoran

s anow

Nota dinas;

Daftar nominatif belanja;
Nota belanja toko (di cap dan ditandatangani toko);
Kuitansi LUP satuan kerja (di cap dan ditandatangani toko);
Setoran pajak (id biling) jika ada;

Daftar nominatif penerima honorarium;
Copy surat keputusan (SK);
Surat setoran pajak (SSP) jika ada;

Laporan output kegiatan dalam 1 (satu) bulan (untuk tim/pokja);
Daftar nomor register supplier (NRS).




5. Belanja perawatan/pemelharaan
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Mota dinas;

Daftar nominatil belanja;

Mota belanja toko (di cap dan ditandatangani taka);
Kuitansi UP satuan kerja (di cap dan ditandatangani toko);
Setoran pajak (id billing) jika ada.

Dalam hal keadaan tertentu/mendesak dan berada diluar jangkauan kantor,
SP] perbaikan kendaraan cukup melampirkan notafinvoice bengkel (bermatarai)
disertai penjelasan tertulls dari pemakal kendaraan dan mendapat persetujuan

serta pengesahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

6. Belanja makan minum

a.
b.
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Mote dinas;

Daftar nominatif belanja;

Mota bedanja toko (di cap dan ditandatangani toko);
Kuitansi UP satuan kerja (di cap dan ditandatangani toko);
Surat pesanan;

Berita acara serah terima (BAST);

Setoran pajak (id billing) jika ada;

Laporan output kegiatan,

7. Belanja iklan media
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Mota dinas;

Daftar nominatif belanja;

Mota belanja toko (di cap dan ditandatangani toko);
Kuitansi UP satuan kerja (di cap dan ditandatangani toko):
Surak pesanan;

Berita acara serah terima (BAST);

Setoran pajak (id billing) jika ada;

Laporan output kegiatan.

B. Belanja maodal

d.

b.

Di kontraktualkan;
Dokumentasi.

9. Belanja sewa

d.

b.

i kontraktualkan;
Drokumentasi.

10. Belanja perjalanan dinas

a.
b
€.
d
2,

f.

Mota dinas;

. Daftar nominatif perjalanan dinas;

SF) rampung;

. Daftar pengeluaran nil (jika ada);

Surat pernyataan tidak menginap (jika ada);
Tiket/boarding pass (jka ada);

0. Laporan hasil perjalanan;

hi.

Foto dokurmentasi.



11. Pembayaran LS pihak ketiga (non-kontraktual)

a.

Nota dinas;

Daftar nominatif belanja;

Surat pesanan beserta lampirannya;

Berita acara serah terima (BAST);

Invioice plhak ketiga;

Surat setoran pajak (SSP) (& cap dan ditandatangani pihak ketiga);
Rekening koran pihak ketiga;

. Nomor pokok walib pajak (NFWP) pihak ketiga;

Nomor register supplier (NRS).

12, Pembayaran LS kontraktual

-
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Nota dinas;

Daftar nominatif belanja;

Surat perjanjian kontrak (SPK) beserta lampirannya;

Berita acara serah terima [BAST);

Surat setoran pajak (SSP) (di cap dan ditandatangani pihak ketiga);
Rekening koran plhak ketiga;

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak ketiga;

Nomor register kontrak (NRK) (hasil dari pendaftaran kontrak ke KPPN);

Nomor register supplier (NRS).



